SALINAN

PERATURAN SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
MANAJEMEN PEGAWAI TIDAK TETAP

DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KABINET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
SEKRETARIS KABINET REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan
tugas, profesionalisme, dan integritas Pegawai Tidak Tetap
di lingkungan Sekretariat Kabinet guna terwujudnya
pelayanan yang optimal di lingkungan Sekretariat Kabinet;
bahwa untuk menciptakan kepastian hukum bagi Pegawai
Tidak Tetap di lingkungan Sekretariat Kabinet dipandang
perlu dibentuk payung hukum Pegawai Tidak Tetap di
lingkungan Sekretariat Kabinet;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Sekretaris Kabinet tentang Manajemen Pegawai Tidak

Tetap di Lingkungan Sekretariat Kabinet;

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2015 tentang
Sekretariat Kabinet (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 33);

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN SEKRETARIS KABINET TENTANG MANAJEMEN
PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KABINET.

BAB I...
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BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Sekretaris Kabinet ini yang dimaksud

dengan:

1.

Pegawai Tidak Tetap Sekretariat Kabinet yang selanjutnya
disingkat PTT Sekretariat Kabinet adalah warga negara
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat
berdasarkan Perjanjian Kerja untuk jangka waktu tertentu
dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Kabinet.

Manajemen PTT Sekretariat Kabinet adalah pengelolaan
PTT Sekretariat Kabinet untuk menghasilkan PTT yang
profesional dan berintegritas.

Pengguna Anggaran adalah Sekretaris Kabinet.

Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA
adalah Deputi yang bertanggung jawab di Bidang
Administrasi.

Perjanjian Kerja adalah kesepakatan kerja yang memuat
hak dan kewajiban para pihak.

Unit Kerja adalah unsur-unsur organisasi Sekretariat
Kabinet yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama (Eselon II).

Satuan Organisasi adalah unsur-unsur organisasi
Sekretariat Kabinet yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya (Eselon I).

Biro adalah unit kerja yang bertanggung jawab di bidang

sumber daya manusia.

BAB II...
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BAB II
JENIS DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu
Jenis

Pasal 2

(1) PTT Sekretariat Kabinet terdiri dari:
a. Pramubakti;
b. Pengemudi.
(2) Pramubakti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari:
a. Pramubakti Ahli;
b. Pramubakti Terampil; dan
c. Pramubakti Pramusaji.

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3
PTT Sekretariat Kabinet berkedudukan sebagai pegawai

Sekretariat Kabinet Non Pegawai Negeri Sipil Sekretariat

Kabinet yang terikat dalam Perjanjian Kerja.
BAB III
PEJABAT YANG BERWENANG
Pasal 4

(1) Manajemen PTT Sekretariat Kabinet menjadi kewenangan,

tugas, dan tanggung jawab Pengguna Anggaran.

(2) Kewenangan...
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(2) Kewenangan, tugas, dan tanggung jawab Pengguna
Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
didelegasikan kepada KPA.

Pasal 5

Pendelegasian kewenangan yang dilakukan Pengguna
Anggaran kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) meliputi hal perencanaan kebutuhan, penerimaan,
penyiapan  Perjanjian  Kerja, pembekalan/pengarahan,
penempatan, pengawasan, pembinaan, evaluasi, pemberian

sanksi, dan pengakhiran Perjanjian Kerja.

Pasal 6

(1) Dalam melaksanakan kewenangan, tugas, dan tanggung
jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, KPA dibantu
oleh Biro.

(2) KPA dapat menunjuk unit kerja lain untuk membantu
Biro.

(3) Penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui Keputusan Deputi Bidang
Administrasi selaku KPA.

BAB IV
MANAJEMEN PTT SEKRETARIAT KABINET

Bagian Kesatu
Rencana Kebutuhan

Pasal 7
Biro menyusun Rencana Kebutuhan PTT Sekretariat Kabinet

setiap tahun anggaran.
Pasal 8...
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Pasal 8

Rencana Kebutuhan PTT Sekretariat Kabinet sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 meliputi perencanaan atas:

a. jumlah PTT Sekretariat Kabinet yang dibutuhkan;

b. anggaran;

c. rencana penempatan; dan

d. hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 9

Biro dalam menyusun Rencana Kebutuhan PTT Sekretariat
Kabinet dapat mengikutsertakan dan/atau meminta saran
dan pertimbangan unit kerja di lingkungan Sekretariat
Kabinet.

Pasal 10

Penyusunan Rencana Kebutuhan PTT Sekretariat Kabinet

dilaksanakan dengan memperhatikan:

a. kebutuhan organisasi Sekretariat Kabinet;

b. formasi pegawai dan analisis beban kerja Sekretariat
Kabinet;

c. ketersediaan anggaran; dan

d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Biro melaporkan hasil penyusunan Rencana Kebutuhan
PTT Sekretariat Kabinet kepada KPA guna memperoleh
persetujuan.

(2) Laporan hasil penyusunan Rencana Kebutuhan PTT
Sekretariat Kabinet sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan sebelum dimulainya tahun anggaran baru.

Pasal 12...
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Pasal 12

Rencana Kebutuhan PTT Sekretariat Kabinet dalam tahun
anggaran berjalan dapat dilakukan perubahan atas
persetujuan KPA.

Pasal 13

Dalam perencanaan kebutuhan PTT Sekretariat Kabinet
untuk setiap tahun anggaran dialokasikan paling sedikit 5
(lima) dan paling banyak 10 (Sepuluh) PTT untuk kebutuhan
tertentu atau khusus yang pelaksanaan pengangkatan dan
penempatannya dilakukan tersendiri berdasarkan arahan
Pengguna Anggaran dan/atau KPA.

Bagian Kedua
Penerimaan

Pasal 14
Penerimaan PTT Sekretariat Kabinet dilaksanakan
berdasarkan Rencana Kebutuhan PTT Sekretariat Kabinet.

Pasal 15
Penerimaan PTT Sekretariat Kabinet dilaksanakan oleh dan
menjadi tanggung jawab Biro.

Pasal 16
Penerimaan PTT Sekretariat Kabinet dilaksanakan melalui
tahapan:

a. pelamaran;
b. seleksi...
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seleksi;
pengumuman hasil seleksi; dan
pengangkatan menjadi PTT Sekretariat Kabinet.

Paragraf 1
Pelamaran

Pasal 17

Untuk dapat melamar sebagai PTT Sekretariat Kabinet, setiap

calon harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:

a.
b.

5 0

Warga Negara Indonesia;

berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun dan
berusia paling tinggi 30 (tiga puluh) tahun pada saat
penerimaan pertama;

khusus bagi PTT Sekretariat Kabinet Pengemudi, berusia
paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat
penerimaan pertama;

sehat jasmani dan rohani;

tidak buta warna;

tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika, obat-
obatan terlarang, atau sejenisnya;

berkelakuan baik; dan

tidak sedang menjalani proses hukum dan/atau tidak
pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 18

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17,

bagi Pelamar PTT Sekretariat Kabinet harus memenuhi

persyaratan khusus meliputi:

a.

untuk posisi Pramubakti Ahli:
1) berpendidikan paling rendah Strata 1 (S1) atau yang
sederajat;
2) memiliki...
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2) memiliki kualifikasi keahlian sesuai posisi yang
dilamar; dan

3) mampu melakukan pekerjaan analisis.

untuk posisi Pramubakti Terampil:

1) berpendidikan paling rendah Diploma III (D3) atau
yang sederajat;

2) memiliki kualifikasi keterampilan sesuai posisi yang
dilamar; dan

3) mampu melakukan pekerjaan teknis administratif.

untuk posisi Pramubakti Pramusaji:

1) berpendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat
di bidang tata boga; dan

2) memiliki pengetahuan ketatabogaan; dan

3) mampu melakukan pekerjaan pelayanan ketata-
bogaan/umum.

untuk posisi Pengemudi:

1) berpendidikan paling rendah SMA atau yang sederajat;

2) memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) A; dan

3) memiliki pengetahuan otomotif.

Pasal 19

Setiap Pelamar PTT Sekretariat Kabinet mengajukan
permohonan menjadi PTT Sekretariat Kabinet secara
tertulis kepada Deputi Bidang Administrasi selaku KPA
dengan tembusan Biro.
Permohonan menjadi PTT Sekretariat Kabinet
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
a. daftar riwayat hidup;
b. fotokopi kartu tanda penduduk (KTP);
c. asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian dari
Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. asli surat keterangan bebas Narkoba;
fotokopi SIM A untuk pelamar posisi PTT Pengemudi;
f. Pas foto berwarna terbaru mengenakan pakaian sipil
lengkap dengan latar belakang merah ukuran 4x6;
g. fokotopi...
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fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir;

=

fotokopi transkrip nilai prestasi akademik yang telah

dilegalisir;

i. fotokopi sertifikat kursus keahlian/keterampilan yang
dimiliki; dan

j- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang diserahkan

pada saat telah diterima sebagai PTT Sekretariat

Kabinet.

Pasal 20

Dalam hal PTT Sekretariat Kabinet dipekerjakan kembali
dengan membuat Perjanjian Kerja baru, wajib memenuhi
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19.

Pasal 21

Dalam keadaan tertentu dan sesuai dengan kebutuhan
organisasi Sekretariat Kabinet, persyaratan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, huruf c, dan Pasal 18
dapat tidak diberlakukan dengan persetujuan Pengguna
Anggaran atau KPA.

Paragraf 2
Seleksi

Pasal 22

Seleksi penerimaan PTT Sekretariat Kabinet terdiri dari
tahapan:
a. seleksi administrasi;
b. seleksi tertulis dan/atau praktek; dan
c. seleksi wawancara.
Pasal 23...
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Pasal 23

Biro bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seleksi
administrasi didasarkan pada dokumen lamaran
permohonan menjadi PTT Sekretariat Kabinet
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan persyaratan
lamaran.

Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi
diberitahukan oleh Biro untuk mengikuti seleksi tahap
selanjutnya.

Pasal 24

Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22

merupakan tanggung jawab Biro.

Pasal 25

Biro melaporkan hasil seleksi calon PTT Sekretariat Kabinet
kepada KPA.

Pasal 26

Biro memberitahukan kepada pelamar PTT Sekretariat

Kabinet yang diterima sebagai calon PTT Sekretariat Kabinet

berdasarkan hasil seleksi.

Bagian Ketiga
Perjanjian Kerja

Pasal 27

Sebelum diangkat sebagai PTT Sekretariat Kabinet calon PTT
Sekretariat Kabinet wajib menandatangani Perjanjian Kerja.

Pasal 28...
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Pasal 28

Materi pengaturan dalam Perjanjian Kerja paling sedikit

memuat hal-hal:

a.

o

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

keterangan mengenai para pihak yang menandatangani
Perjanjian Kerja;

hak dan kewajiban para pihak;

tugas PTT Sekretariat Kabinet;

berakhirnya Perjanjian Kerja baik karena berakhirnya
jangka waktu Perjanjian Kerja atau hal lain yang
menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerja; dan

hal lain yang dipandang perlu.

Pasal 29

Perjanjian Kerja dibuat dalam 2 (dua) rangkap yang
masing-masing ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Tanda tangan dalam Perjanjian Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan di atas materai.

Pasal 30

Perjanjian Kerja dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
berdasarkan anggaran berjalan.
Dalam hal tertentu Perjanjian Kerja sebagaimana ayat (1)

dapat dibuat untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 31

Biro menyampaikan pemberitahuan berakhirnya
Perjanjian Kerja kepada PTT Sekretariat Kabinet selambat-
lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum
berakhirnya Perjanjian Kerja.

(2) Dalam...
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(2) Dalam hal tertentu Biro dapat menyampaikan
pemberitahuan berakhirnya Perjanjian Kerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu sebelum
selesainya Perjanjian Kerja berakhir.

(3) PTT Sekretariat Kabinet yang telah berakhir masa
Perjanjian Kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tetap melaksanakan kewajibannya sampai dengan

berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja.

Bagian Keempat

Tugas, Hak, dan Kewajiban

Paragraf 1

Tugas
Pasal 32

PTT Sekretariat Kabinet Pramubakti Ahli mempunyai tugas
yang terdiri dari:

a. melakukan analisis;

b. melakukan pengumpulan dan penyiapan data; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di

lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 33

PTT Sekretariat Kabinet Pramubakti Terampil mempunyai

tugas yang terdiri dari:

a. melaksanakan dukungan teknis dan administrasi
pelayanan umum di lingkungan Sekretariat Kabinet; dan

b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di

lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 34...
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Pasal 34

PTT Sekretariat Kabinet Pramubakti Pramusaji mempunyai

tugas yang terdiri dari:

a. melakukan dukungan teknis penyiapan jamuan;

b. mempersiapkan kelengkapan yang dibutuhkan dalam
kegiatan rapat/pertemuan lain; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di
lingkungan Sekretariat Kabinet.

Pasal 35

PTT Sekretariat Kabinet Pengemudi mempunyai tugas yang

terdiri dari:

a. melakukan pemeliharaan kendaraan di lingkungan
Sekretariat Kabinet;

b. mengemudi; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan di
lingkungan Sekretariat Kabinet.

Paragraf 2
Hak

Pasal 36

PTT Sekretariat Kabinet berhak memperoleh:

a. honorarium;

b. Tunjangan Hari Raya;

c. penghasilan lain sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

d. cuti.

Pasal 37
Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Pasal 38...
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Pasal 38

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf b diberikan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang
besarannya sesuai dengan besaran honorarium sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37.

Pasal 39

(1) Penghasilan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36
huruf ¢ meliputi:
a. uang makan yang dihitung berdasarkan kehadiran hari
kerja;
b. uang lembur; dan
c. uang makan lembur setelah bekerja lembur minimal 2
(dua) jam secara berturut-turut dalam 1 (satu) hari.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah jam lembur dan
pelaporan pekerjaan lembur diatur dengan Peraturan
Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 40

Cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d terdiri
dari:

a. cuti tahunan;

b. cuti sakit;

c. cuti alasan penting; dan

d

cuti melahirkan.

Pasal 41

(1) Cuti tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf a diberikan paling banyak 6 (enam) hari kerja.

(2) Cuti...
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Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling
cepat setelah 3 (tiga) bulan masa kerja dimulai.

Pasal 42

Cuti sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b

dengan ketentuan:

a. sakit tanpa menjalani rawat inap diberikan cuti sakit
1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari kerja;

b. sakit yang menjalani rawat inap di Puskesmas atau
Rumah Sakit atau tempat perawatan lainnya diberikan
cuti sakit sesuai dengan kebutuhan rawat inap;

c. sakit yang menjalani rawat jalan setelah selesai
menjalani rawat inap diberikan cuti sakit paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja;

d. sakit karena kecelakaan dalam keadaan dinas atau
yang berhubungan dengan dinas diberikan cuti sakit
paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Cuti sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib

menyertakan surat keterangan dokter atau rawat inap.

Pasal 43

Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 40 huruf c apabila:

a. PTT Sekretariat Kabinet melaksanakan ibadah
keagamaan; atau

b. PTT Sekretariat Kabinet melangsungkan pernikahan
dan/atau orangtua/mertua/suami/istri/anak/saudara
kandung meninggal dunia.

Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a diberikan sesuai dengan kebutuhan.

Cuti alasan penting sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b diberikan paling lama 3 (tiga) hari kerja.

Pasal 44...
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Pasal 44

Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf d diberikan paling lama 3 (tiga) bulan.

Cuti melahirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan kepada PTT Sekretariat Kabinet dengan
Perjanjian Kerja di atas 3 (tiga) bulan.

Pasal 45

Permohonan cuti PTT Sekretariat Kabinet disampaikan
secara tertulis melalui pimpinan unit kerja dan ditujukan
kepada Biro, paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum cuti
tersebut berlaku efektif.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikecualikan bagi cuti sakit dan cuti karena alasan
penting dalam hal orangtua/mertua/suami/istri/anak/
saudara kandung meninggal dunia.

Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
disampaikan secara tertulis melalui pimpinan unit kerja
dan ditujukan kepada Biro, paling lambat 2 (dua) hari
kerja setelah pelaksanaan cuti.

Pasal 46

PTT Sekretariat Kabinet yang melaksanakan:

a. cuti tahunan dan cuti sakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 40 huruf a dan huruf b tidak dikenakan
pemotongan honorarium,;

b. cuti alasan penting sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf c paling lama 3 (tiga) hari kerja tidak
dikenakan pemotongan;

c. PTT Sekretariat Kabinet yang melaksanakan -cuti
melahirkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
huruf d tidak diberikan honorarium.

(2) Cuti...
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Cuti sakit yang pelaksanaannya melebihi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dikenakan
pemotongan honorarium.

Pemotongan honorarium juga dikenakan bagi pelaksanaan
cuti alasan penting yang melebihi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan honorarium
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur

dengan Peraturan Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 47

Dalam hal Perjanjian Kerja yang dibuat dengan jangka
waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
ayat (2) hak cuti bagi PTT Sekretariat Kabinet akan
disesuaikan dalam Perjanjian Kerja.

Pengaturan hak PTT Sekretariat Kabinet yang dibuat
dengan jangka waktu tertentu selain hak cuti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Perjanjian

Kerja.

Pasal 48

Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, PTT
Sekretariat Kabinet dapat diberikan perlindungan berupa
jaminan sosial kesehatan.

Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan yang pelaksanaannya sesuai

dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3...
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Paragraf 3
Kewajiban

Pasal 49

PTT Sekretariat Kabinet wajib untuk:

a.

(1)

(2)

melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian,
kejujuran, kesadaran, cermat, akurat, dan tanggung
jawab;

menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, tindakan kepada setiap orang, baik di
dalam maupun di luar Sekretariat Kabinet;

menyimpan rahasia negara sesuai dengan tugas-tugas
yang diberikan;

menaati ketentuan jam kerja yang berlaku di lingkungan
Sekretariat Kabinet;

mencatat kehadiran pada saat kedatangan dan
kepulangan melalui mesin pencatat kehadiran di masing-
masing area mesin pencatat kehadiran; dan

mengenakan pakaian dan kelengkapan bekerja yang

memenuhi norma kesopanan.

Pasal 50

Ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 49 huruf d adalah:
a. Hari Senin-Kamis : pukul 07.30 - 16.00 WIB

Istirahat : pukul 12.00 - 13.00 WIB
b. Hari Jumat : pukul 07.30 - 16.30 WIB
[stirahat :pukul 11.30 - 13.00 WIB

Dalam hal PTT Sekretariat Kabinet tidak dapat hadir tepat
waktu sesuai ketentuan pada ayat (1) diberikan toleransi
waktu paling lama 30 (tiga puluh) menit, dan wajib
mengganti toleransi waktu tersebut setelah waktu
kepulangan kerja pada hari yang sama.

(3) Dalam...
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Dalam hal PTT Sekretariat Kabinet tidak dapat memenuhi
ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
atau tidak mengganti toleransi waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), PTT Sekretariat Kabinet wajib
mengajukan Surat Keterangan kepada Biro.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diserahkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja.

Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
ditandatangani oleh pimpinan unit kerja atau pimpinan
satuan organisasi bagi PTT Sekretariat Kabinet yang

melekat pada pimpinan satuan organisasi.

(6) Jumlah ketidakhadiran tanpa keterangan dilakukan

akumulasi.

Pasal 51

Biro menyampaikan rekapitulasi kehadiran PTT Sekretariat

Kabinet kepada masing-masing unit kerja setiap bulan

dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Bagian Kelima
Larangan

Pasal 52

PTT Sekretariat Kabinet dilarang:

a.

menuntut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil

Sekretariat Kabinet;

menuntut pesangon atau insentif lainnya;

melanggar tugas dan kewajiban sebagai PTT Sekretariat

Kabinet;

melaksanakan tugas sebagai pengelola anggaran pada

Sekretariat Kabinet;

menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;

melakukan perbuatan dalam bentuk apapun yang

melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan

yang dapat mencoreng nama baik Sekretariat Kabinet.
Bagian...
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Bagian Keenam
Pembekalan /Pengarahan

Pasal 53

PTT Sekretariat Kabinet mendapatkan pengarahan dari Biro
sebelum ditempatkan pada unit kerja masing-masing.

Bagian Ketujuh
Penempatan

Pasal 54

(1) Penempatan PTT Sekretariat kabinet dilaksanakan
berdasarkan Surat Perintah KPA dengan memperhatikan
Rencana Kebutuhan.

(2) Penempatan dilakukan setelah Biro menyerahkan ke unit
kerja yang didahului dengan koordinasi dan persetujuan
pimpinan unit kerja.

(3) PTT Sekretariat Kabinet dapat dipindahtempatkan guna
kebutuhan organisasi Sekretariat Kabinet atau penyegaran
organisasi.

(4) Pindah tempat PTT Sekretariat Kabinet dilakukan dengan
Surat Perintah KPA dengan memperhatikan Rencana
Kebutuhan.

Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Pembinaan

Paragraf 1
Pengawasan

Pasal 55

Pengawasan  dilakukan untuk  mencegah  terjadinya
pelanggaran terhadap tugas, kewajiban, dan larangan oleh
PTT Sekretariat Kabinet.

Pasal 56...
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Pasal 56

Pengawasan terhadap PTT Sekretariat Kabinet dilaksanakaan
oleh dan menjadi tanggung jawab Biro.

Pasal 57

(1) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 56, Biro melibatkan Pimpinan Satuan
Organisasi dan Pimpinan Unit Kerja dimana PTT
Sekretariat Kabinet ditempatkan.

(2) Keterlibatan Pimpinan Satuan Organisasi dan Pimpinan
Unit Kerja dimana PTT Sekretariat Kabinet ditempatkan
dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui bentuk pengawasan
secara langsung terhadap PTT Sekretariat Kabinet dalam
hal:

a. kedisiplinan;
b. perilaku; dan
c. hasil pekerjaan.

Pasal 58

Pimpinan Satuan Organisasi dan Pimpinan Unit Kerja dimana
PTT ditempatkan melaporkan hasil pengawasan secara
langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada Biro.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 59

Pembinaan dilaksanakan untuk memberdayakan PTT
Sekretariat Kabinet agar mencapai kinerja yang berkualitas.

Pasal 60...
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Pasal 60

Pembinaan PTT Sekretariat Kabinet dilakukan oleh dan
menjadi tanggung jawab Biro.

Pasal 61

Pembinaan PTT Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan oleh
Biro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi hal:

a. tatap muka atau umpan balik (feed back);

b. pelatihan; atau

c. kegiatan pembinaan lain yang diperlukan.

Pasal 62

Tatap muka atau umpan balik (feed back) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 huruf a dilaksanakan untuk
menggali permasalahan dan solusi, atau transfer pengetahuan
(sharing knowledge).

Pasal 63

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b
dilaksanakan untuk mendukung tugas PTT Sekretariat
Kabinet.

Bagian Kesembilan
Evaluasi

Pasal 64
Evaluasi dilaksanakan untuk menilai kinerja PTT Sekretariat

Kabinet.
Pasal 65...
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Pasal 65

Evaluasi PTT Sekretariat Kabinet dilakukan oleh dan menjadi
tanggung jawab Biro.

Pasal 66

Dalam melakukan Evaluasi Biro dapat meminta masukan dari
Pimpinan Satuan Organisasi dan Pimpinan Unit Kerja dimana
PTT Sekretariat Kabinet ditempatkan.

Pasal 67

Hasil evaluasi PTT Sekretariat Kabinet dijadikan dasar dan
pertimbangan dalam pelaksanaan Manajemen PTT di
lingkungan Sekretariat Kabinet.

BABV
SANKSI

Pasal 68

PTT Sekretariat Kabinet yang melakukan pelanggaran disiplin
jam kerja dan pelanggaran larangan diberikan sanksi berupa:
a. sanksi pemotongan honorarium,;

b. sanksi teguran lisan;

c. sanksi teguran tertulis; dan/atau

d. sanksi pemberhentian.

Pasal 69

(1) Sanksi pemotongan honorarium sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 huruf a diberlakukan kepada PTT
Sekretariat Kabinet yang:

a. tidak...
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. tidak masuk kerja;

. terlambat masuk kerja;

. pulang sebelum waktunya;

. tidak mengganti waktu keterlambatan;

. tidak mencatatkan waktu kedatangan kerja; dan

S 0o 0 0 T o

tidak mencatatkan waktu kepulangan kerja.

Honorarium yang dikenai pemotongan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling banyak 50% (lima puluh per
seratus) dari honorarium.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemotongan honorarium
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan

Peraturan Deputi Bidang Administrasi.

Pasal 70

Sanksi teguran lisan diberikan kepada PTT Sekretariat
Kabinet yang melanggar disiplin jam kerja dengan
akumulasi ketidakhadiran tanpa keterangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) sebanyak 1 (satu) hari
kerja dalam satu bulan.

Sanksi teguran tertulis diberikan kepada PTT Sekretariat
Kabinet yang mengulangi pelanggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan sanksi teguran
lisan.

Sanksi diberhentikan sebagai PTT Sekretariat Kabinet
dalam hal yang bersangkutan mengulangi pelanggaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah diberikan
sanksi teguran tertulis.

PTT Sekretariat Kabinet yang dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap
diberikan sanksi pemotongan honorarium sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69.

Pasal 71...
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Pasal 71

Dalam hal PTT Sekretariat Kabinet melakukan pelanggaran
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, maka yang
bersangkutan dikenakan sanksi pemberhentian sebagai PTT
Sekretariat Kabinet.

BAB VI
PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 72

(1) Perjanjian Kerja PTT Sekretariat Kabinet berakhir pada
saat:

a. berakhirnya masa berlaku perjanjian;

b. PTT Sekretariat Kabinet mengundurkan diri;

c. PTT Sekretariat Kabinet melakukan perbuatan melawan
hukum dan/atau kelalaian yang merugikan Sekretariat
Kabinet dalam masa berlaku perjanjian ini;

d. PTT Sekretariat Kabinet diberhentikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) dan Pasal 71;

e. PTT Sekretariat Kabinet meninggal dunia dalam masa
berlaku Perjanjian Kerja.

(2) Berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) ditetapkan oleh KPA.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 73

Pembiayaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan
Manajemen PTT Sekretariat Kabinet dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Bagian
Anggaran Sekretariat Kabinet.

BAB VIII...
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BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

(1) PTT Sekretariat Kabinet dapat diikutsertakan dalam:
a. perjalanan dinas dalam negeri;
b. anggota kepanitiaan;
c. rapat dalam kantor di luar jam kerja; dan/atau
d. kegiatan lain.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 75

Untuk mendukung pelaksanaan Manajemen PTT Sekretariat
Kabinet, Biro melaksanakan pengelolaan dengan berbasis
Sistem Teknologi dan Informasi.

Pasal 76

Untuk meningkatkan integritas dan kualitas kinerja, atau
sebagai bentuk apresiasi kerja dan prestasi, Biro dapat
memberikan penghargaan kepada PTT Sekretariat Kabinet.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Sekretaris Kabinet ini
seluruh kebijakan dan/atau ketentuan mengenai PTT
Sekretariat Kabinet yang dilaksanakan pada tahun anggaran
2018 dan tidak bertentangan dengan Peraturan Sekretaris
Kabinet ini masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan
perubahan berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet ini.

Pasal 78...
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Pasal 78

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Sekretaris Kabinet ini:

a.

(1)

(2)

(1)

pelaksanaan pengawasan dan pembinaan PTT Sekretariat
Kabinet tetap dilakukan oleh unit kerja yang bertanggung
jawab di Bidang Umum di lingkungan Sekretariat Kabinet;
pelaksanaan pengawasan dan pembinaan PTT Sekretariat
Kabinet sebagaimana dimaksud pada huruf a dialihkan
kepada Biro dalam jangka waktu paling lama 6 (enam)
bulan sejak ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet

ini.

Pasal 79

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Sekretaris Kabinet
ini, pemberlakuan pengenaan pemotongan honorarium
dan sanksi bagi PTT Sekretariat Kabinet yang belum
dilaksanakan tetap dapat diteruskan sampai dengan
ditetapkannya Peraturan Deputi Bidang Administrasi
mengenai pemotongan honorarium dan sanksi paling lama
6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Sekretaris
Kabinet ini.

Sebelum pelaksanaan pemotongan honorarium dan sanksi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro melakukan

sosialisasi terlebih dahulu kepada PTT Sekretariat Kabinet.
Pasal 80

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Sekretaris Kabinet

ini pelaksanaan anggaran dalam rangka Manajemen PTT

Sekretariat Kabinet tetap dilaksanakan oleh Unit Kerja

yang bertanggung jawab di Bidang Umum.

(2) Pelaksanaan...
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Pelaksanaan anggaran dalam rangka Manajemen PTT
Sekretariat Kabinet dialihkan kepada Biro sepanjang

memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini berlaku, ketentuan

jumlah jam lembur PTT Sekretariat Kabinet yang sudah ada

pada saat berlakunya Peraturan Sekretaris Kabinet ini tetap

berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Deputi

Bidang Administrasi yang mengatur mengenai jumlah jam

lembur PTT Sekretariat Kabinet.

(1)

(2)

Pasal 82

Pada saat Peraturan Sekretaris Kabinet ini berlaku, PTT
Sekretariat Kabinet yang saat ini bekerja di Sekretariat
Kabinet tetap dipekerjakan kembali di Sekretariat Kabinet
dan wajib melengkapi persyaratan administratif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 paling lama 6
(enam) bulan setelah Peraturan Sekretaris Kabinet ini
ditetapkan.

Dalam hal PTT Sekretariat Kabinet tidak melengkapi
persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), maka yang bersangkutan akan diakhiri hubungan

kerjanya.

BAB X...
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BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 83

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2018

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
PRAMONO ANUNG



